
 
 

BUPATI SITUBONDO 
PROVINSI JAWA TIMUR  

PERATURAN BUPATI SITUBONDO 
NOMOR  22  TAHUN 2024 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 31 TAHUN 

2021 TENTANG BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI  

DI KABUPATEN SITUBONDO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SITUBONDO, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan  

memperoleh pendidikan, meningkatkan akses dan mutu 

pendidikan serta relevansi dan efisiensi manajemen 

pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan 

tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan 

global secara terarah dan berkesinambungan sesuai 

amanat undang-undang, Pemerintah Daerah 

memberikan beasiswa kepada peserta didik yang 

memenuhi syarat; 

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati 

Situbondo Nomor 31 Tahun 2021 tentang Beasiswa 

Kepada Mahasiswa Berprestasi di Kabupaten Situbondo, 

belum mengakomodir fase lanjutan akan kebutuhan 

studi ke jenjang profesi sehingga perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 31 

Tahun 2021 tentang Beasiswa Kepada Mahasiswa 

Berprestasi di Kabupaten Situbondo; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang   

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 

Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota 

Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang 

Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) 
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sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5670); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang 

Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4863); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggraan Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 112); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu 

Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

184); 

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita 

Negara Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 

5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1042); 
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 

Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten 

Situbondo Tahun 2013 Nomor 11); 

15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 31 Tahun 2021 

tentang Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi di 

Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten 

Situbondo Tahun 2021 Nomor 31); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 31 TAHUN 2021 

TENTANG BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI DI 

KABUPATEN SITUBONDO. 

 

  Pasal I 

 

Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Situbondo 

Nomor 31 Tahun 2021 tentang Beasiswa Kepada Mahasiswa 

Berprestasi di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 31) ditambah 1 

(satu) huruf yakni huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 7 

(1) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

bersifat berkelanjutan sampai batas waktu yang 

ditentukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah 

dan akan dievaluasi setiap tahun. 

(2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

paling lama :  

a. 4 (empat) semester bagi strata dua (S2);  

b. 8 (delapan) semester bagi strata satu (S1) atau Diploma 

Empat (D4);  

c. 6 (enam) semester bagi diploma tiga (D3); 

d. 4 (empat) semester untuk program profesi yang 

berkelanjutan.  

(3) Mahasiswa yang memperoleh beasiswa dari Pemerintah 

Daerah dievaluasi perkembangan akademiknya setiap 

semester, berdasarkan ketentuan Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) sebagai berikut : 

a. Perguruan Tinggi Negeri, IPK minimal 3,00 (tiga koma 

nol nol); 
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SALINAN sesuai dengan Aslinya, 

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H. 

Penata (III/c) 

19850725 201503 1 001 

 

b. Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi A, IPK 

minimal 3,00 (tiga koma nol nol); 

c. Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi B, IPK 

minimal 3,25 (tiga koma dua lima). 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Situbondo 

Pada tanggal 6 Mei 2024 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO, 

 

ttd. 

WAWAN SETIAWAN  

Ditetapkan di Situbondo 

Pada tanggal 6 Mei 2024 
 

BUPATI SITUBONDO, 

 

ttd. 

KARNA SUSWANDI 

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 NOMOR 22 


